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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 47 TAHUN 2015 

TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP 

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa   dalam   rangka   memberdayakan   arsip   untuk 

pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan 

secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib 

pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bukti bahan 

akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta 

pertanggungjawaban nasional di lingkungan Arsip 

Nasional Republik Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan surat Persetujuan Kepala Arsip 

Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.03.09/ 

18/2015 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip 

(JRA) Fasilitatif Arsip Nasional Republik Indonesia dan 

surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia Nomor B-PK.03.09/ 21/2015 tentang 

Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Arsip 

Nasional Republik Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesiatentang Jadwal Retensi Arsip Arsip 

www.peraturan.go.id
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Nasional Republik Indonesia; 

 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 

2013; 

4. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Keuangan; 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia; 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Urusan Kearsipan; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA TENTANG JADWAL 

RETENSI  ARSIP  ARSIP NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1.  Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA 

adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya 

jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, 

dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang 

penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, 

dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan 

penyelamatan arsip. 

2. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif adalah daftar yang 

berisi jenis arsip fasilitatif beserta jangka waktu 

penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya 

dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip 

fasilitatif keuangan, kepegawaian, perencanaan, 

evaluasi dan kerjasama, hukum, organisasi dan 

ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, 

kepustakaan, informatika/ SIM/ TIK, pengawasan 

dan perlengkapan. 

3. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang 

berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu 

penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya 

dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip 

substantif bidang pembinaan kearsipan, konservasi 

arsip, pendidikan dan pelatihan kearsipan, 

akreditasi kearsipan, pengkajjian dan 

pengembangan kearsipan serta jasa kearsipan. 

4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa 

dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. 
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5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan 

disimpan selama jangka waktu tertentu. 

6. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh 

pencipta arsip karena memiliki nilai guna 

kesejarahan, telah habis retensinya, dan 

berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi 

baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 

Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau 

lembaga kearsipan. 

7. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya 

disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk 

lembaga pemerintah nonkementerian yang 

melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan 

yang berkedudukan di ibukota negara. 

8. Arsip substantif adalah arsip yang berkaitan dengan 

tugas dan fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia 

yang meliputi pembinaan kearsipan, konservasi 

arsip, pendidikan dan pelatihan kearsipan, 

akreditasi kearsipan, pengkajian dan pengembangan 

kearsipan serta jasa kearsipan. 

9. Arsip fasilitatif adalah arsip yang berkaitan dengan 

bidang fasilitatif yang meliputi keuangan, 

kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan kerjasama, 

hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, 

ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan 

masyarakat, kepustakaan, informatika/SIM/TIK, 

pengawasan dan perlengkapan. 

10. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu 

jenis arsip pada Unit Kearsipan/ Pusat Arsip. 

11. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan 

yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. 

12. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu 

jenis arsip pada Unit Pengolah. 

13. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu 

jenis arsip pada Unit Kearsipan/ Pusat Arsip. 
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